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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik,

dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan pasa-
Undang. Indonesia memiliki dasar konstitusi yang bernama Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia secara jelas
menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang mana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat
3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Karena Indonesia
menyebut dirinya sebagai Negara hukum maka didalam konstitusinya diatur
mengenai perlakuan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28
D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.!
Immanuel Kant menyatakan, bahwa Negara hukum harus memiliki
dua unsur pokok vyaitu: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia dan harus ada pemisahan kekuasaan dalam Negara. Dalam

konteks yang sama A.V Dicey mengungkapkan, bahwa rule of law

'Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I,
Pasal 1 dan Bab XA Pasal 28 D ayat 1.



(pemerintahan yang berdasarkan hukum) harus memiliki tiga unsur, yaitu:
supremacy of law, equality before the law, dan dihormatinya hak-hak asasi
manusia.? Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa unsur Negara hukum
adalah:
1. Adanya Jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekukasaan atau penyelenggaran Negara
harus berdasarkan pada teori trias political;
3. Pemerintah harus berdasarkan atas Undang-Undang/ peraturan
hukum ;
4. Adanya peradilan administrasi.

Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia maka diperlukan
suatu perangkat yang dinamakan dengan aparat penegak hukum, adapun aparat
hukum juga dikenal sebagai petugas hukum. Aparat penegaka hukum menurut
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu (APH) instansi yang diberikan
kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai
dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.® Dalam Aparat

hukum terdiri atas polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan.*

2| Ketut Adi Purnama, Trasnparasi penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia,Pt. Refika Aditama, Bandung, 2018, him. 21.

SKamus Besar Bahasa Indonesia, Aaparat Penegak Hukum, diakses pada
https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum, pada tanggal 16 November 2018 pada pukul
18.08 WIB.

4Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana, Palembang: Universitas
Sriwijaya, 2016, him.



https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum

Polisi yang merupakan aparat hukum memiliki tugas dan wewenang yang
diberikan oleh Undang-Undang. Pengertian polisi yaitu menurut Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Kepolisian adalah segala hal-
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Sesuai dengan Kamus Umum Bhasa Indonesia, bahwa
Polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban umum (Seperti menangkap orang yang melanggar undang-
undang tersebut dsb;

2. Anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai Negara yang
bertugas menjaga keamanan.®
Polisi memiliki hak dan kewajiban, Hak menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia yaitu miliki®. Yang mana hak dan kewajiban polisi tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia. Hak-hak polisi diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa dalam pasal
tersebut merumuskan bahwa setiap anggota kepolisian republik Indonesia

memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.” Hak-hak polisi

SW.J.S. Purwododarminto. “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,
him. 763.

6 Kamus Besar Bahsa Indonesia, “Hak”, diakses pada https://kbbi.web.id/memilih, diakses
pada taggal 17 November 2018, Pukul 10.01 WIB.

’Sadjijono, Hukum Kepoilisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum
Administrasi”, Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2006, him. 92.



https://kbbi.web.id/memilih

secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010
Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hak anggota Polri
menurut Pasal 1 angka 3 yaitu “Hak anggota Polri adalah hak yang dapat

diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya”.®

Sedangkan kewajiban polri yang merupakan pegawai Negeri artinya
pegawai yang diangkat, diberi wewenang dan diserahi tugas dalam jabatan
negeri dan diberi gaji dari pemerintah dan Negara. Kewajiban polisi diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 3 dan Pasal 4.
Selain itu kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan, anggota polri dalam
memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam
melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang ditur dalam Pasal 5
dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003°. Dan juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

yaitu dari Pasal 11 sampai 19 mengenai tugas dan kewajiban polisi.

Dalam menyelenggarakan tugas dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas

represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola

8peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
® Sadjijono, Op.Cit, him. 93-94.



pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan
masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu
segala aktifitasnya. Lalu tugas-tugas dibidang repretif, adalah mengadakan
penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan didalam

Undang-Undang.*°

Didalam kepolisian terdapat bagian serta tugas pokok kepolisian.

Pembagian dan tugas pokok kepolisian terdiri atas:

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan
menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan
pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan

dalam negeri

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan
menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka

penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen).

Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan

menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan

O1pid, him. 119-120.


https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_dan_Keamanan_Polri
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris_Jenderal_Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemelihara_Keamanan_Polri

dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam

rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi
pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan
gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan

keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal

(Irjen).

Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan
menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat,
penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi

pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.

Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob,
Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila
diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan,
pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau
peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua
DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat,

Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.


https://id.wikipedia.org/wiki/Brigade_Mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Inspektur_Jenderal_Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Lalu_Lintas

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas
menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan
bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

terorisme.

Polisi memiliki kewenangan untuk penyidik dapat dilihat dari
pengertian Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yan menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”*!

Bagian penyidikan didalam kepolisian berada pada badan Badan
Reserse Kriminal (Bareskrim). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam

rangka penegakan hukum. 2

Penyidikan sendiri memilik pengertian menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

1Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana.rthg

him. 5.

12Risky Wulandari, Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri, Pt. Bhuana Iimu Populer, Jakarta, 2017,


https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri

yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang terjadi guna menemukan tersangka”.

Mengenai tatacara penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pengertian penyidikan Pasal 1 angka 2
menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu “Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuru cara yang diatur
dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya”. 13

Penyidikan memiliki proses dalam melakukan tugasnya menurut
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu diatur dalam Pasal
4 sampai Pasal 8. Pasal 4 (empat) yang berbunyi mengenai dasar dilakukan
penyidikan, yaitu: “Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polisi/pengaduan;
b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah
penyidikan; dan e. SPDP”. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

Bperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



Tindak Pidana sasaran penyiliduikan yaitu diatur dalam Pasal 12 ayat 2 yaitu :
” Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d.

peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan” .

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan polisi memiliki sasaran.
Sasaran dari penyelidikan diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana salah satunya yaitu “orang”. Orang
tersebut yang merupakan sasaran dalam penyidikan dapat disebut sebagai
tersangka. Tersangka sendiri memiliki pengertian. Dalam Pasal 1 angka 14
KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga

sebagai pelaku tindak pidana”.'*

Pada saat proses penyidikan karena sikap tindak polisi yang tegas,
sering disalah artikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan sendiri Kekerasan
merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti
orang lain. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya
dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.*® Lalu pengertian lain

“Bambang Waluyo, Pidana dan pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 35.
15Anonim, Pengertian Kekerasan, diakses dari http:/digilib.unila.ac.id/13046/7/11.pdf, pada
tanggal 03 Agustus 2018 pukul 12.33 WIB.



http://digilib.unila.ac.id/13046/7/II.pdf

mengenai kekerasan yaitu menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama
harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun
sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan
terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian terhadap

seseorang.*®

Sedangkan kekerasan menurut KUHP diatur dalam Bab XX dengan
Judul Penganiayan. Penganiayaan di atur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.’

Pada saat proses penyidikan karena sikap tindak polisi yang tegas,
sering disalah artikan sebagai bentuk kekerasan. Maka sering terjadi kasus
tersangka yang melaporkan penyidik atas tuduhan kekerasan. Seperti kasus
yang terjadi di Provinsi Jambi pada Tahun 2016 seorang anggota kepolisian di
laporkan karena diduga melakukan penganiayaan pada saat penangkapan
terhadap perlaku pencurian kendaraan bermotor. Anggota kepolisian tersebut
dilaporkan oleh Divi Profesi dan Pengamanan, yang selanjutnya disebut dengan

PROPAM oleh pengacara tersangka.

16Syarifuddin Pettanase, Kriminologi, Semarang: Pustaka Magister, 2017, him. 118.
17 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, (Sukabumi: Politeia Bogor,
1988), him. 244,



Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang
telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hak-Hak

Penyidik yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah
berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak polisi selaku penyidik yang
dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka?

2. Bagaimana upaya dalam mengembalikan hak-hak penyidik yang
dirugikan karena dituduh melakukan penganiayaan kepada
tersangka?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak
dicapai didalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh
melakukan penganiayaan kepada tersangka.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana upaya dalam mengembalikan hak-hak

penyidik yang dirugika secara materil dan non materi.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis
maupun secara praktik:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan
hukum pidana, khusunya pemahaman teoritis tentang perlindungan hak-
hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

2. Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hak-
hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka
ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan
pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi
para legislator dalam upaya perlindungan hak-hak penyidik yang

dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

E. Ruang Lingkup
Dalam melakukan penelitian ini, penulis memberi batasan ruang lingkup
penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah
perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada
tersangka ditinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP),
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota



Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2010 Tentang Hak-Hak Polisi Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode

Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum
Satjipto Raharjdo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarkat agar dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum. *8 Teori Perlindungan Hukum menurut
Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan
untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di

lembaga peradilan. *° Dari pengertian teori perlindungan hukum diatas

183atjipto Raharjo, Penyelenggaran Keadilan Dalam Masyarkat Yang Sedang Berubah , 1993,
Jurnal Masalah Hukum.

phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina lImu,
1987, him.29.



penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka teori
dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hak-hak penyidik yang
dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.
2. Teori Perlindungan hukum Terhadap korban Kejahatan

Yang menjadi dasar teori ini adalah ajaran Victimology berasal dari bahasa
latin yaitu Victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu
pengetahuan ilmiah, studi. Korban sendiri memiliki arti mereka yang
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mederita. 2° Oleh
sebab itu dalam Deklarasi Milan 1995, bentuk perlindungan hukum yang
diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditunjukan kepada korban
kejahatan (Victims Of Crime), tetapi juga perlindungan korban akibat
penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power). ' Dari pengertian teori
perlindungan hukum terhadap korban diatas penulis menggunakan teori
tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul
perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan

kepada tersangka.

D1pid, him. 41-43.
2Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma Dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2007, him. 24.



3. Teori Mengenai Hak-hak Kepolisian
Menjadi dasar teori adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang
Hak-Hak Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002, hak polisi tedapat dalam Pasal 26 ayat 1 bahwa dalam
pasal tersebut merumuskan bahwa setiap anggota kepolisian republik
Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Dari
pengertian teori mengenai hak-hak kepolisian diatas penulis menggunakan
teori tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul
perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan

kepada tersangka.

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian
hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan
teori. Asas yang digunakan adalah asas perlindungan hukum, teori
perlindungan hukum terhadap korban dan teori perlindungan hak-hak

kepolisian serta suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji



peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan
hukum tertentu.??
2. Metode Pendekatan
Metode penedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan
suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.?
b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti
dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu

yang dihadapi.*

22S0ejono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, him. 56.
Z3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, him. 133.
241bid, hlm. 136.



3. Sumber Bahan Hukum
Data-data yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari:

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang
berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

28D ayat (1)

2. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),

3. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Polisi Negara Republik
Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Kepolisian Negara Republik
Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

(2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian. Hasil
karya dari karangan hukum, koran, majalah, dan bahan sumber hukum

sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah



Perlindungan hak-hak pentidik yang dituduh melakukan penganiayaan
kepada tersangka.

(3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi
kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.? Surat kabar, dalam majalah
mingguan, juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan
majalah mingguan ini memuat semua informasi dan objek kajian penelitian
ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Metode Penelitian Kepustakaan
Dalam penelituan ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Data
kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepusataan yang besumber
dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,
publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisa Data
Metode analisa bahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis
Normative Kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianlisis dengan
pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan
pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang

diteliti.

%Seojono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Rajawali Pers,1990 ), him. 14-15.



6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari
suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
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